
Berawal dari Hasil kunjungan lapangan bersama antara MUI, Universitas Nasional, WWF Indonesia 

dan Forum HarimauKita ke Taman Nasional Tesso Nilo dan Suaka Margasatwa Rimbang Baling, Riau 

pada 30 Agustus sampai dengan 1 September 2013, yang antara lain menemukan adanya konflik 

antara satwa dengan manusia akibat terganggunya habitat satwa sehingga menyimpulkan perlunya 

suatu gerakan terpadu antara legislatif, yudikatif, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku 

usaha, ulama dan tokoh masyarakat serta masyarakat dalam mendukung keselarasan dan 

keseimbangan kehidupan keanekaragaman hayati, termasuk mempertahankan habitatnya  sehingga 

manusia dan satwa dapat hidup berdampingan secara harmonis, juga beberapa pertemuan yang 

dilakukan bersama. Dan melalui pertimbangan yuridis diantaranya ; Undang-Undang RI Nomor 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang RI 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 

1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Menjadi Undang-undang; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis 

Tumbuhan dan Satwa Liar; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan 

Tumbuhan dan Satwa Liar. Akhirnya pada tanggal 22 Januari 2014  Majelis Ulama Indonesia melalui 

komisi fatwa akhirnya mengeluarkan Fatwa No.4 tahun 2014 tentang  “Pelestarian Satwa Langka 

Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem” .   
































